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BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR  25 TAHUN 2024 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA 

PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN 

PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP,  

DAN PIHAK LAINNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang: a. bahwa dengan diundangkan ketentuan Peraturan 

Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional, yang mengatur ketentuan 

pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi 

pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan 

prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan 

akuntabel; 

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas perjalanan 

dinas, perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa 

ketentuan, dan komponen biaya Perjalanan Dinas yang 

diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut 

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, 

Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil 

Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, 

Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lainnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, danhuruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan 

Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota 

DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lainnya; 
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Mengingat: 1. Pasal 18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan  Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959  tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor  9) sebagai 

undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6914); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022  tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang_Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6779); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

112); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 25); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60); 

14. Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata 

Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya 

Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 

dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, 

dan Pihak Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2024 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR 1 

TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI 

BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, 

APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN 

PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK 

LAINNYA. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan 

Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil 

Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, 

dan Pihak Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 

1), diubah sebagai berikut: 

 

 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

 

 

Pasal 7 

 

 

(1) Besaran biaya transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana diuraikan 

dalam Pasal 6 adalah besaran biaya transportasi per orang dalam 

setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas. 

(2) Biaya transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 6 ayat (1) huruf a yang melebihi pagu besaran biaya 

transportasi, dapat dipertanggungjawabkan sepanjang didukung 

dengan bukti pengeluaran riil yang sah. 

 

 

 

Pasal I 

 



5 
 

 

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 10 

 

 

(1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang melebihi 1 (satu) hari diberikan 

biaya penginapan dengan besaran dan penggolongan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Staf (ajudan) yang mendampingi pelaksanaan Perjalanan Dinas 

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah, dapat 

menginap pada hotel yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. apabila pagu anggaran biaya penginapan untuk staf tersebut 

mencukupi untuk menginap pada hotel yang dituju, maka staf 

dapat memilih standard kamar yang sesuai dengan pagu biaya 

penginapan. 

b. apabila pagu anggaran biaya penginapan untuk staf tersebut 

tidak mencukupi untuk menginap pada hotel yang dituju, maka 

staf dapat memilih standard kamar terendah pada hotel 

tersebut, dengan didukung dengan bukti pengeluaran riil yang 

sah. 

(3) Khusus untuk tenaga ahli dan narasumber yang dilibatkan dalam 

kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, termasuk yang 

diundang dari luar Daerah, diberikan biaya penginapan dengan tarif 

disetarakan pejabat Eselon III/Golongan IV. 

(4) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, 

Sekretaris Daerah, ASN, PPPK, PTT, dan Pihak Lainnya tidak 

menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada 

yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% 

(tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan tingkatan 

pelaksanaan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara lumpsum. 

 

 

3. Ketentuan Lampiran IIIC sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, 

Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah 

Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lainnya diubah 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut. 

 

 

Ditetapkan  di Pelaihari 

pada tanggal 4 Juni 2024    

PJ. BUPATI TANAH LAUT, 

     
  Ttd   

      
    SYAMSIR RAHMAN 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 4 Juni 2024  

PJ. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 
  Ttd 

 
M. FARIED WIDYATMOKO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 25 


